BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : AL /602 xargn 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TERPADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER

Menimbang

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya
untuk mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera
dan bahagia yang dilakukan melalui pembinaan
keluarga termasuk didalamnya laki-laki dan
perempuan schingga tercipta keluarga yang
memiliki ketahanan mental dan spiritual dengan
pendekatan  peningkatan  kedudukan, peran,
tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat di
Wilayah Kabupaten Sukoharijo;

bahwa Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektit Gender (P2MBQG) bertujuan untuk
meningkatkan kualitas terhadap keluarga menuju
pada kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan
lintas  bidang  pembangunan dalam  upaya
penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan
kondist status kedudukan dan  partisipasi
perempuan  kKhususnya dan  keluarga  pada
umumnya;

bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Tim  Pelaksana  Kegiatan  Program = Terpadu
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap wanita ( Convention on
the Elimination of all form of Discrimonation Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
18);

10.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
33);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Terpadu
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 1ni.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU
adalah :

a. mempersiapkan perencanaan kegiatan;

b. menyusun materi pelatihan pemberdayaan
masyarakat berperspektif gender;

c. melaksanakan dan bertanggung jawab tugas sesuai
bidang tugasnya; dan

d. menyusun hasil kegiatan dan melaporkan kepada
Bupat.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
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KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \& Oktover 2013

BUPATI SUKOHARJO,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
di Semarang;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor
yang terkait di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.

b

HH- TR



_5_

Lampiran

SUSUNAN TIM

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TERPADU

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO JABATAN DALAM KEDUDUKAN KETERANGAN
DINAS DALAM TIM
= . 2'“_. R 3 ;
1 | Sekretaris Dacrah Kabupaten Penangung Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab atas seluruh
pelaksanaan
kegiatan
2 | Kepala Dinas Pemberdayaan Ketua Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa atas seluruh
Kabupaten Sukoharjo kegilatan
3 | Kepala Bidang Pemberdayaan | Sekretaris Bertanggung jawab
Lembaga Kemasyarakatan dan dibidang
Aset Desa Dinas Pemberdayaan kesekretariatan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
4 | Sekretaris Dinas Anggota Bertanggung jawab
Pemberdayaan Masyarakat dan sesual bidang
Desa Kabupaten Sukoharjo tugasnya
O | Kepala Seksi Penguatan Anggota Bertanggung jawab
Lembaga Kemasyarakatan sesual bidang
pada Bidang Pemberdayaan tugasnya
Lembaga Kemasyarakatan dan
Aset Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
6. | Kepala Seksi Pemberdayaan Anggota Bertanggung jawab
Lembaga Adat pada Bidang sesual bidang
Pemberdayaan Lembaga tugasnya.
Kemasyarakatan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
7 | Kepala Scksit Pemberdayaan Anggota Bertanggung jawab
Aset Desa pada Bidang sesuar bidang
Pemberdayaan Lembaga tugasnya.
Kemasyarakatan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan
Masvyarakat dan Desa |
Kabupaten Sukoharjo
8 | Endang Sarworini, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19700219 199303 2 002 sesual bidang
Fungsional Umum pada Dinas tugasnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo
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NO JABATAN DALAM KEDUDUKAN KETERANGAN
DINAS DALAM TIM |
1 2 3 4
QO | Muhammad Tawar Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19690206 199003 1 004 sesual bidang
Fungsional Umum pada Dinas tugasnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,
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